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ABSTRACT 
This study provides a juridical analysis of the application of the Plurium Litis Consortium principle in the 
Serang District Court Decision Number 81/Pdt.G/2025/PN Srg, which declared the plaintiff’s claim 
inadmissible (niet ontvankelijke verklaard/NO) due to a formal defect in the form of incomplete parties. The 
legal issue examined concerns the absence of other parties who were proven to have jointly taken and utilized 
the disputed land but were not included as defendants in the lawsuit. This omission resulted in error in persona, 
leading to the failure to fulfill the formal requirements of a civil claim. This research employs a normative legal 
research method using statutory, case, and conceptual approaches to assess the conformity of the judges’ legal 
reasoning with civil procedural law and relevant jurisprudence. The findings indicate that the judges’ 
application of the Plurium Litis Consortium principle was appropriate and aligned with the principles of 
justice, legal certainty, and the effectiveness of judicial decisions. The inclusion of all parties with legal interests 
in the disputed object is essential to ensure a comprehensive and enforceable judgment. Failure to involve such 
parties may give rise to subsequent disputes and hinder the execution of the court’s decision. Therefore, the 
declaration of the claim as inadmissible in the a quo case represents a correct legal measure to preserve the 
integrity of judicial proceedings and serves as an important guideline for litigants to exercise greater diligence 
in formulating civil claims in accordance with applicable procedural principles. 
Keywords: Plurium Litis Consortium, Procedural Defect, Inadmissible Lawsuit 

ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis penerapan asas Plurium Litis Consortium dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Srg yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) akibat cacat formil berupa tidak lengkapnya pihak dalam 
gugatan. Permasalahan hukum yang dikaji berfokus pada ketidakhadiran pihak lain yang secara 
nyata turut menguasai dan memanfaatkan objek sengketa berupa tanah, namun tidak dilibatkan 
sebagai pihak dalam proses peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan error in persona yang 
berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat formil gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, 
dan pendekatan konseptual guna mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dengan 
ketentuan hukum acara perdata serta yurisprudensi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan asas Plurium Litis Consortium oleh majelis hakim telah dilakukan secara tepat dan 
konsisten dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan. 
Pelibatan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa merupakan 
syarat esensial guna menjamin putusan yang bersifat komprehensif dan dapat dieksekusi. Tidak 
dilibatkannya pihak yang berkepentingan berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan dan 
menghambat pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, putusan NO dalam perkara a quo merupakan 
langkah hukum yang tepat untuk menjaga integritas proses peradilan serta memberikan pedoman 
bagi para pencari keadilan agar lebih cermat dalam menyusun gugatan perdata sesuai dengan asas 
hukum acara yang berlaku. 
Kata Kunci: Plurium Litis Consortium, Cacat Formil, Gugatan Tidak Dapat Diterima 
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Pendahuluan 

Sengketa terkait hak atas tanah dan gedung menjadi salah satu masalah 

hukum sipil yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat. (Harahap, 2017) 

Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

tata cara hukum yang tepat dalam menjalankan perjanjian, baik itu mengenai jual 

beli, hibah, maupun pinjaman yang menggunakan jaminan tanah. (Mertokusumo, 

2019) Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap perjanjian memiliki konsekuensi 

hukum yang harus dipatuhi. (Sutianto & Kartawinata, 2018) Sehingga ketika salah 

satu pihak meninggal dunia atau tidak memenuhi perjanjian, muncul perdebatan 

tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut. (Harahap, 2017) Selain itu, 

kurangnya kesadaran untuk mengikuti prosedur hukum yang benar sejak awal 

seringkali membuat masalah kepemilikan semakin rumit dan memerlukan 

penyelesaian di pengadilan. (Rahmawati, 2020) 

Sengketa tanah masih menjadi perkara perdata yang cukup sering dijumpai 

dalam praktik peradilan di Indonesia. Permasalahan ini muncul karena berbagai 

faktor, seperti adanya klaim kepemilikan yang saling tumpang tindih, penguasaan 

tanah tanpa dasar hukum yang jelas, serta proses peralihan hak yang tidak 

dilakukan secara tertib. (Harahap, 2017) Selain itu, kurangnya ketelitian dalam 

menentukan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa juga kerap 

menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa 

tanah tidak hanya berkaitan dengan hak atas tanah itu sendiri, tetapi juga 

menyangkut ketepatan prosedur dalam pengajuan gugatan perdata. 

(Mertokusumo, 2019) 

Dalam praktik persidangan, tidak sedikit gugatan sengketa tanah yang tidak 

sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Hal ini umumnya disebabkan oleh 

adanya cacat formil dalam gugatan, salah satunya karena tidak dilibatkannya 

seluruh pihak yang seharusnya memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. 

Akibat dari kekurangan tersebut, gugatan sering kali dinyatakan niet ontvankelijke 

verklaard (NO), sehingga penyelesaian sengketa tidak menyentuh substansi 

permasalahan yang sebenarnya dipersoalkan oleh para pihak. (Sutianto & 

Kartawinata, 2018) 

Contoh nyata dari persoalan ini bisa dilihat dalam kasus yang tercantum 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt. G/2025/PN Srg. 

(District, 2025) Dalam kasus ini, penggugat, Siti Saudah, menggugat para tergugat 

yaitu Yuspitasari, Yohana Citra Dewi, dan Yunita Sari yang masih menguasai dan 

menyewakan tanah milik penggugat tanpa seizin pemilik. (District, 2025) Tanah 

yang menjadi objek sengketa sebelumnya adalah jaminan utang dari almarhumah 

Sariah S., ibu dari para tergugat, yang telah meninggal dunia tanpa menyelesaikan 

tanggung jawabnya. Setelah sertifikat tanah berpindah ke tangan penggugat, para 

tergugat tetap menguasai tanah itu dan menyebabkan kerugian bagi penggugat. 
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(District, 2025) Namun, selama persidangan, majelis hakim menemukan adanya 

pihak ketiga yang juga menguasai objek sengketa tersebut tetapi tidak dilibatkan 

dalam gugatan, yang mengakibatkan perkara ini ditutup dengan putusan gugatan 

tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil berupa kurangnya pihak yang 

seharusnya ada dalam perkara tersebut. (District, 2025) 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas sengketa tanah dan 

permasalahan hukum acara perdata. Yahya Harahap (2017) menjelaskan bahwa 

kelengkapan pihak dalam suatu gugatan merupakan hal penting agar putusan 

pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. (Harahap, 2017) Sudikno 

Mertokusumo (2019) juga mengemukakan bahwa kesalahan dalam menentukan 

pihak yang digugat dapat berakibat pada tidak sahnya suatu gugatan. (Sudikno, 

2019) Sementara itu, Rahmawati (2020) menyatakan bahwa kegagalan gugatan 

sengketa tanah sering kali disebabkan oleh kesalahan mengenai pihak yang 

berperkara (error in persona), bukan semata-mata karena lemahnya alat bukti. 

(Rahmawati, 2020) 

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih 

membahas persoalan secara umum dan belum secara khusus mengkaji penerapan 

asas Plurium Litis Consortium berdasarkan analisis putusan pengadilan tingkat 

pertama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya karena secara khusus mengkaji penerapan asas Plurium Litis 

Consortium dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 81/Pdt.G/2025/PN 

Srg, serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam kaitannya dengan ketentuan 

hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung. (Indonesia, 1984) 

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar karena masih banyak 

individu dan praktisi hukum yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum 

dari tidak melibatkan pihak yang seharusnya ada dalam kasus perdata (Plurium 

Litis Consortium). Kesalahan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu 

pihak serta menghalangi terjadinya keadilan dan kepastian hukum. Dari sudut 

pandang teoritis, penelitian ini akan menambah wawasan dalam studi hukum acara 

perdata, khususnya terkait dengan prinsip keterlibatan pihak dalam suatu gugatan. 

(Mertokusumo, 2019) Sedangkan dari perspektif praktis, kajian ini bisa menjadi 

panduan bagi hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan kasus 

serupa untuk menghindari kesalahan formal dalam penyusunan gugatan. 

(Rahmawati, 2020) 

Dengan idemikian, itujuan idari ipenelitian iini iadalah iuntuk imengkaji 

iserta imenganalisis isejauh imana ipenerapan iasas iPlurium iLitis iConsortium 

iefektif idalam ikasus iperdata, idan imenilai ibagaimana ipengadilan 

imenerapkan iprinsip ikelengkapan ipihak isesuai idengan iaturan ihukum iacara 

iperdata iyang iberlaku. iHasil idari ipenelitian iini idiharapkan idapat 

imemberikan isumbangsih ibagi iperkembangan iilmu ihukum idan imenjadi 
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iacuan idalam iperbaikan ipraktik ipersidangan idi ipengadilan idemi 

imenciptakan ikeadilan iserta ikepastian ihukum ibagi isemua ipihak iyang 

iterlibat. Di analisis ini banyak yang harus kita teliti termasuk : Bagaimana 

ipenerapan iasas iPlurium iLitis iConsortium idalam iPutusan iPengadilan 

iNegeri iSerang iNomor i81/Pdt.G/2025/PN iSrg iyang imenyebabkan igugatan 

idinyatakan itidak idapat iditerima i(NO)?, Apa idasar ipertimbangan ihukum 

imajelis ihakim idalam imenetapkan ibahwa iperkara itersebut imengandung 

icacat iformil ikarena ikurang ipihak iyang iseharusnya idiikutsertakan idalam 

igugatan iperdata? 

Analisis ini mempunyai tujuan juga untuk imenganalisis ipenerapan iasas 

iPlurium iLitis iConsortium idalam iPutusan iPengadilan iNegeri iSerang iNomor 

i81/Pdt.G/2025/PN iSrg iserta imenilai iapakah iputusan iyang imenyatakan 

igugatan itidak idapat iditerima i(NO) itelah isesuai idengan iketentuan ihukum 

iacara iperdata, iasas-asas iformil igugatan, iserta iyurisprudensi iMahkamah 

iAgung dan untuk imengkaji idasar ipertimbangan ihukum imajelis ihakim 

idalam imenetapkan ibahwa igugatan ipenggugat imengandung icacat iformil 

iberupa ikurang ipihak i(error iin ipersona) iserta imenilai isejauh imana 

ipertimbangan itersebut imencerminkan iprinsip ikeadilan, ikepastian ihukum, 

idan iefektivitas ieksekusi iputusan idalam ipenyelesaian isengketa itanah. 

Metode Penelitian 

Penelitian iini imenggunakan imetode ipenelitian ihukum inormatif 

i(yuridis inormatif), iyaitu ipenelitian iyang iberfokus ipada ipengkajian inorma 

ihukum itertulis iserta iasas-asas ihukum iyang iberlaku. iPenelitian inormatif 

imenempatkan ihukum isebagai inorma i(law iin ibooks), ibukan isebagai 

iperilaku imasyarakat. iPendekatan iini idigunakan iuntuk imenganalisis iapakah 

ipenerapan iasas iPlurium iLitis iConsortium idalam iPutusan iPengadilan 

iNegeri iSerang iNomor i81/Pdt.G/2025/PN iSrg itelah isesuai idengan 

iketentuan ihukum iacara iperdata, iperaturan iperundang-undangan, iserta 

iyurisprudensi. 

Pendekatan inormatif imemungkinkan ipeneliti iuntuk imenilai 

ikesesuaian iputusan ihakim idengan iaturan ihukum ipositif, iprinsip iformil 

igugatan, idan idoktrin iyang iberkembang idalam ipraktik iperadilan. 

Hasil dan Pembahasan 

1.1 Definisi iPlurium iLitis iConsortium 

Plurium iLitis iConsortium iadalah isuatu iasas idalam ihukum iacara 

iperdata iyang imengatur ibahwa isuatu igugatan iharus imelibatkan isemua 

ipihak iyang imemiliki ihubungan ilangsung iterhadap iobjek iatau ihubungan 

ihukum iyang idisengketakan. iArtinya, iketika isebuah iperkara isecara 

isubstansial imenyangkut ikepentingan ilebih idari isatu ipihak, imaka iseluruh 

ipihak itersebut iwajib idiikutsertakan idalam igugatan isebagai itergugat iatau 
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iturut itergugat. iKetidakhadiran isatu ipihak isaja iyang isebenarnya imemiliki 

ihak, ikewajiban, iatau ipenguasaan iterhadap iobjek isengketa iakan 

imenyebabkan igugatan itersebut icacat isecara iformil ikarena idianggap itidak 

ilengkap idari isisi isubjek ihukumnya. 

Prinsip iini ilahir idari ikebutuhan iuntuk imemastikan ibahwa iputusan 

ipengadilan ibenar-benar imencerminkan ikeadilan imenyeluruh iuntuk isemua 

ipihak iyang iberkepentingan. (Sutianto & Kartawinata, 2018) iDalam ihukum 

iacara iperdata, iasas iini ierat ikaitannya idengan iasas iaudi iet ialteram ipartem, 

iyang imenuntut ibahwa isetiap ipihak iharus idiberi ikesempatan iuntuk 

ididengar idan imembela ihaknya. (Mertokusumo, 2019) iJika iada ipihak iyang 

itidak idilibatkan, imaka ipihak itersebut iotomatis ikehilangan ikesempatan 

iuntuk imembela idiri, idan ihal itersebut ibertentangan idengan iprinsip 

ikeadilan iprosedural. 

Selain iitu, iasas iini ijuga iberfungsi imenjaga iefektivitas isebuah iputusan. 

(Harahap, 2017) iPengadilan itidak iboleh imenjatuhkan iputusan iyang ikelak 

itidak idapat idilaksanakan ikarena itidak imelibatkan ipihak iyang isebenarnya 

imemegang ikendali iatas iobjek isengketa. iPutusan ipengosongan, imisalnya, 

itidak iakan ibisa idilaksanakan ijika iorang iyang ibenar-benar imenguasai itanah 

itidak iikut idigugat. (Harahap, 2017) iOleh ikarena iitu, igugatan idengan ikurang 

ipihak iharus idinyatakan iniet iontvankelijke iverklaard i(NO) ikarena itidak 

imemenuhi isyarat iformil. 

a. Dasar ihukumnya: 

1. Asas iAudi iet iAlteram iPartem i: isemua ipihak iyang iberkepentingan 

iharus idiberi ikesempatan imembela idiri. 

2. Pasal i8 iayat i(3) iRv i: igugatan iharus ijelas isiapa ipihak-pihaknya. 

b. Yurisprudensi iMA: 

1. Putusan iMA iNo. i186 iK/Sip/1963 

2. Putusan iMA iNo. i35 iK/Sip/1973 

3. MA imenegaskan ibahwa igugatan iyang ikurang ipihak iadalah igugatan 

icacat iformil. 

4. Asas iPoint id’intérêt ipoint id’action i: ihanya ipihak iyang 

iberkepentingan iyang iboleh ibertindak, idan iseluruh ipihak 

iberkepentingan iwajib idilibatkan. 

1.2 Duduk Perkara Berdasarkan Putusan PN Serang No. 

81/Pdt.G/2025/PN.Srg 

a. Para iPihak 

1. Penggugat: iSiti iSaudah 

2. Tergugat iI–III: iYuspitasari, iYohana iCitra iDewi, iYunita iSari i: iMereka 

iadalah iahli iwaris ialmarhumah iSariah iS. (Pengadilan, 2025) 

b. Objek iSengketa 
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Sebidang itanah idan ibangunan iseluas i130 im² idi iKelurahan iUnyur, 

iSerang, iyang itelah imenjadi iSertifikat iHak iMilik iNo. i4864 iatas inama 

iPenggugat. 

c. Latar iBelakang iSengketa 

Almarhumah iSariah iS. imeminjam iuang ikepada iPenggugat idan 

imenjaminkan itanah imelalui iakta iperjanjian iserta iakta ijual ibeli idi ihadapan 

iNotaris. iSariah iS. itidak imelunasi iutang, isehingga itanah idialihkan ike inama 

iPenggugat i(SHM i4864). iSetelah iSariah imeninggal, iPara iTergugat i(ahli 

iwaris) itetap imenguasai idan imenyewakan itanah iitu itanpa iizin iPenggugat. 

iPenggugat imengirim isomasi idan iteguran, itetapi itidak idigubris. (Pengadilan, 

2025) 

d. Fakta iPenting iyang iMenjadi iDasar iMasalah 

Majelis ihakim imenemukan ifakta isaat iPemeriksaan iSetempat ibahwa: 

1. Objek isengketa iternyata itidak idikuasai ioleh iPara iTergugat, itetapi 

ioleh ipihak ilain, iyaitu: iKasbiah idan iSabihi i: iKeduanya iadalah iistri 

idan ianak idari ialmarhum iMadyasin, iyang imasih isaudara ikandung 

ialmarhumah iSariah iS. 

2. Mereka itelah imenempati iobjek isengketa ipuluhan itahun. 

Pihak iini itidak idimasukkan isebagai itergugat imaupun iturut itergugat 

idalam igugatan. 

e. Akibat iHukumnya 

Karena iada ipihak iketiga iyang imenguasai iobjek isengketa itetapi itidak 

idigugat, imaka igugatan iPenggugat idianggap: 

1. Kurang ipihak i(Plurium iLitis iConsortium) 

2. Mengandung ierror iin ipersona 

3. Cacat iformil 

4. Tidak idapat idiperiksa ipokok iperkaranya 

f. Amar iPutusan 

Majelis ihakim imenyatakan igugatan iPenggugat itidak idapat iditerima 

i(NO) ikarena iadanya icacat iformil iberupa ikurang ipihak. (Pengadilan, 2025) 

1.3 Pertimbangan iHakim iDalam iPerkara iNomor i81/Pdt.G/2025/PN Srg 

Menimbang ibahwa imaksud idan itujuan igugatan iPenggugat iadalah 

isebagaimana idiuraikan idiatas; i 

Menimbang ibahwa isetelah iMajelis imempelajari isecara iseksama 

igugatan iPenggugat, imaka iyang imenjadi ipokok igugatan iPenggugat iadalah: 

1. Bahwa iPenggugat imerupakan ipemilik iyang isah iatas itanah idan 

ibangunan iyang iterletak idi idaerah iUnyur, iKelurahan iUnyur, 

iKecamatan iSerang i– iBanten idengan iluas i130 im² i(seratus itiga ipuluh 
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imeter ipersegi) iberdasarkan iSertifikat iHak iMilik iNomor i4864 iatas 

inama iPenggugat idengan ibatas-batas: 

− iUtara i: iJalan iGang 

− iTimur i: iTanah iHj. iMaskanah; 

− iSelatan i: iTanah iSafi`ah; 

− iBarat i: iTanah iMutiah iKosim; 

2. Bahwa iSariah iS i(alm) iyang imerupakan iorang itua iPara iTergugat 

imeminjam iuang ikepada iPenggugat idengan ijaminan itanah idan 

ibangunan imiliknya iberdasarkan iAkta iHibah inomor i0370/2010 

idengan iluas i130 im² i(seratus itiga ipuluh imeter ipersegi) idengan ibatas-

batas: 

− iUtara i: iJalan iGang; 

− iTimur i: iTanah iHj. iMaskanah; 

− iSelatan i: iTanah iSafi`ah; 

− iBarat i: iTanah iMutiah iKosim; 

3. Bahwa iantara iPenggugat idengan iSariah iS i(alm) idibuat iPerjanjian 

iutang-piutang isebesar iRp57.000.000,00 i(lima ipuluh itujuh ijuta irupiah) idi 

ihadapan iNotaris iTiwik iWinarsih, iS.H., iM.Kn. idan imembuat iAkta 

iPerjanjian iUntuk iMembeli iKembali idengan inomor iAkta i11 itertanggal 

i20 iMei i2010 idengan ijangka iwaktu i4 i(empat) itahun; 

4. Bahwa iPenggugat idengan iSariah iS i(alm) i(orang itua iPara iTergugat) 

ijuga imelakukan iperikatan idalam iAkta iJual iBeli idengan iNomor 

i120/2010 iatas itanah itersebut; 

5. Bahwa iSariah iS i(alm) idalam iakta iperjanjiannya iakan imenggunakan 

itanah idan ibangunan itersebut idengan imembayar isewa isebesar 

iRp500.000,00 i(lima iratus iribu irupiah) ikepada iPenggugat, inamun 

isetelah idibuatkannya iAkta iPerjanjian iUntuk iMembeli iKembali iSariah 

iS i(alm) itidak imembayarkan iuang isewa itersebut ikepada iPenggugat; 

6. Bahwa iperjanjian itersebut itidak iakan iberakhir ikarena isalah isatu 

ipihak imeninggal idunia, iakan itetapi imenurun idan iharus iditaati ioleh 

ipara iahli iwarisnya; 

7. Bahwa iselama i4 i(empat) itahun isampai idengan iberakhirnya iperjanjian 

iberdasarkan iAkta iPerjanjian iUntuk iMembeli iKembali, idikarenakan 

itidak ikunjung imembayar iutang ipiutang, imaka iPenggugat imembalik 

inama ihak iatas itanah idan ibangunan iberdasarkan iAkta iHibah iNomor 

i0370/2010 iatas inama iSariah iS i(Alm) imenjadi iSertipikat iHak iMilik 

idengan iNomor i4864 iatas inama iPenggugat; 

8. Bahwa isetelah iberalihnya ihak ikepemilikan iberdasarkan iSertipikat iHak 

iMilik idengan iNomor i4864 iatas inama iPenggugat, idahulu isebelum 

iSariah iS i(Alm) imeninggal idunia imasih idikuasai ioleh idirinya, 
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ikemudian isetelah iSariah iS i(alm) imeninggal idunia, itanah idan 

ibangunan itersebut isampai idengan igugatan iini idiajukan idi ikuasai 

ioleh iPara iTergugat isebagai ianak-anak i(Ahli iWaris) iSariah iS i(alm); 

9. Bahwa iselama idalam ipenguasaan iPara iTergugat ipun itidak ipernah 

imembayar iuang isewa ikepada iPenggugat, idikarenakan iPara iTergugat 

imasih imerasa itanah idan ibangunan itersebut iadalah imilik idari iorang 

itua iPara iTergugat; 

10. Bahwa iPenggugat isudah imelakukan iteguran idan iperingatan ikepada 

ialmh iSariah iS idan ikeluarganya iuntuk isegera imelunasi ihutang 

ipiutang idan iatau imeninggalkan itanah idan ibangunan iyang isudah 

idisepakati, iNamun, isetelah ibeberapa ilama imeninggalkan itanah idan 

ibangunan itersebut iPara iTergugat ididuga imenyewakan iatau 

imenyuruh imenempati itanah idan ibangunan itersebut ikepada iorang 

ilain iyang idiketahui ibahwa iyang imenempati irumah itersebut imasih 

iSaudara iPara iTergugat; 

11. Bahwa isetelah itanah idan ibangunan itersebut ididuga idisewakan iatau 

imenyuruh imenempati ioleh iPara iTergugat ikepada iorang ilain, 

iPenggugat itelah imemberikan iteguran ikepada iPara iTergugat iuntuk 

itidak imenggunakan itanah idan ibangunan itersebut itanpa iseizin iatau 

isepengetahuan idari ipada iPenggugat; 

12. Bahwa ipenguasaan iyang idilakukan ioleh iPara iTergugat idengan 

imenyewakan itanah idan ibangunan iyang idimiliki ioleh iPenggugat 

imerupakan itindakan imelawan ihukum; 

Menimbang ibahwa iuntuk imembuktikan igugatannya iPenggugat 

imengajukan ibukti isurat iyang idiberi itanda iP-1 isampai idengan iP-7 idan 

imengajukan i2 i(dua) isaksi iyang imasing-masing imenerangkan idibawah 

isumpah idipersidangan iyaitu iSaksi iRia iRusmala iDewi idan iSaksi iSiti 

iA.Vitarosa; 

Menimbang ibahwa isebelum iMajelis iHakim imempertimbangkan ipokok 

igugatan iPenggugat, imaka iMajelis iHakim iakan imempertimbangkan iterlebih 

idahulu iformalitas igugatan iPenggugat; 

Menimbang ibahwa iPenggugat imendalilkan idalam igugatannya ipada 

ipokoknya imenerangkan ibahwa iPenggugat imerupakan ipemilik iyang isah 

iatas itanah idan ibangunan iyang iterletak idi idaerah iUnyur, iKelurahan 

iUnyur, iKecamatan iSerang i– iBanten idengan iluas i130 im² i(seratus itiga ipuluh 

imeter ipersegi) iberdasarkan iSertifikat iHak iMilik iNomor i4864 iatas inama 

iPenggugat idengan ibatas-batas: 

− iUtara i: iJalan iGang; 

− iTimur i: iTanah iHj. iMaskanah; 
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− iSelatan i: iTanah iSafi`ah; 

− iBarat i: iTanah iMutiah iKosim; 

Menimbang ibahwa iPenggugat imemperoleh itanah idan ibangunan 

itersebut ikarena isebelumnya imenjadi ijaminan iutang iSariah iS i(alm) iyang 

imerupakan iorang itua iPara iTergugat ikepada iPenggugat idengan iperjanjian, 

inamun isampai idengan iberakhirnya iperjanjian, iSariah iS i(alm) itidak 

imembayar iutang ikepada iPenggugat, imaka iPenggugat imelakukan iperalihan 

ihak iatas itanah idan ibangunan iberdasarkan iAkta iHibah iNomor i0370/2010 

iatas inama iSariah iS i(Alm) imenjadi iSertipikat iHak iMilik idengan iNomor 

i4864 iatas inama iPenggugat; 

Menimbang ibahwa iPenggugat imengajukan ibukti isurat iP-5 iberupa 

iSertipikat iHak iMilik iNomor i4864, idimana ibukti itersebut iadalah 

idiposisikan iPenggugat isebagai ialas ihak iPenggugat idari ipada 

ikepemilikannya itersebut; 

Menimbang ibahwa iselanjutnya idalam idalil igugatan iditerangkan ipada 

ipokoknya ibahwa ipenguasaan iyang idilakukan ioleh iPara iTergugat idengan 

imenyewakan itanah idan ibangunan iyang idimiliki ioleh iPenggugat 

imerupakan itindakan imelawan ihukum; 

Menimbang, ibahwa ioleh ikarenanya iMajelis iHakim iberkesimpulan 

itanahdan ibangunan isebagaimana ibukti isurat iP-5 itersebut iadalah iobjek 

isengketa idalam iperkara iini; 

Menimbang, ibahwa iselanjutnya iMajelis iHakim imelakukan 

iPemeriksaan iSetempat iterhadap iobjek isengketa ipada itanggal i12 iSeptember 

i2025; 

Menimbang ibahwa iberdasarkan iPasal i153 iAyat i(1) iHIR, inilai 

ikekuatan iyang imelekat ipada ihasil ipemeriksaan isetempat, idapat idijadikan 

iketerangan ibagi iHakim, ikarena iitu ihasil iyang idiperoleh idalam 

ipemeriksaan isetempat iharus idipandang isebagai ifakta ipersidangan iyang 

iterkait idengan ibeban ipembuktian ipara ipihak iin ilitis idan imenjadi ibagian 

ipertimbangan ihukum iperkara iini; 

Menimbang ibahwa isebagaimana ihasil iPemeriksaan iSetempat itersebut 

itelah iditemukan ifakta ibahwa itelah inyata itanah idan ibangunan iobjek 

isengketa itidak ipernah iberada idalam ipenguasaan iPara iTergugat idan iPara 

iTergugat itidak ipernah imenempati iobjek isengketa itersebut, ibahkan iobjek 

isengketa itelah iditempati ioleh iorang ilain/pihak ilain iyang itidak itermasuk 

idalam igugatan idanpihak ilain itersebut imasih iberhubungan idarah idengan 

iPara iTergugat iyaitu iistri idan ianak-anak i(alm) iMADYASIN i(Kakak 

ikandung idari i(alm) iibu iSARIAH iS) ibernama iKASBIAH idan iSABIHI iyang 

itelah imenempati iobjek isengketa isudah ipuluhan itahun isejak imereka ilahir 
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ihingga isaat iini idan iobjek isengketa itersebut ibelum ipernah iberpindah 

itangan iataupun iberalih isecara ihukum ikepada ipihak ilain; 

Menimbang ibahwa ifakta ipenguasaan ioleh ipihak iketiga ilainnya 

itersebut iternyata ijuga ibersesuaian idengan idalil iPenggugat idalam 

igugatannya iyang imenyatakan isetelah ibeberapa ilama imeninggalkan itanah 

idan ibangunan itersebut iPara iTergugat ididuga imenyewakan iatau imenyuruh 

imenempati itanah idanbangunan ikepada iorang ilain iyang idiketahui ibahwa 

iyang imenempati irumah itersebut imasih iSaudara idaripada iPara iTergugat; 

Menimbang ibahwa ioleh ikarena ipihak iketiga itersebut isecara inyata 

imenguasai iobjek isengketa imaka ijelas iharus idilibatkan isebagai ipihak idalam 

iperkara iini ikarena iputusan iPengadilan idalam iperkara iini isecara ilangsung 

iakan iberdampak idan iberakibat ihukum iterhadap ipihak iyang imenguasai 

itanah iobjek isengketa, iapalagi ijika idilihat idari ipetitum igugatan iPenggugat 

ipada iangka i3 iyang ipada ipokoknya imeminta iagar iPara iTergugat iuntuk 

imengosongkan iTanah idan iBangunan iyang idimiliki ioleh iPenggugat 

iberdasarkan iSertifikat iHak iMilik iNomor i4864 idengan iluas i130 im² i(seratus 

itiga ipuluh imeter ipersegi) itertanggal i21 iDesember i2015, idimana 

isebagaimana ipertimbangan idi iatas iternyata iobjek isengketa idikuasai ioleh 

ipihak iyang itidak idigugat; 

Menimbang ibahwa iuntuk imenempatkan iseseorang imenjadi ipihak 

ididalam isuatu igugatan iadalah ihak idan ikewenangan idari ipada iPenggugat, 

iakan itetapi iuntuk ilengkap idan isempurnanya isuatu igugatan isebagaimana 

iyang ididalilkan iPenggugat ijuga iharus imemperhatikan ipihak ipihak iyang 

iharus idiikut isertakan iatau iditarik isebagai ipihak, isehingga iapa iyang 

ididalilkan idan idituntut icukup ilogis idan iberalasan iserta inantinya iapa iyang 

idituntut itersebut idapat idi ilaksanakan; 

Menimbang ibahwa imemang ibenar iPenggugat idapat isecara ibebas 

imenentukan ipihak ipihak iyang idapat idigugatnya. iTetapi idalam ikajian 

iyuridis iperkara iini imaka iMajelis iHakim iberpendapat ibahwa iselain iPara 

iTergugat iin icasu, ipihak iketiga iyang imenguasai iobjek isengketa ijuga iharus 

iikut idigugat iuntuk idapat imenunjukan ibukti ipenguasaan/kepemilikan itanah 

iyang idikuasainya itersebut, isehingga iuntuk imenentukan ikualitas idari ibukti 

ikepemilikan itanah isebagaimana idalil iPenggugat, iitu ihanya idapat idilakukan 

idengan imembandingkan iserta imemeriksa idan imenguji ikualitas ibukti 

ikepemilikan idari ipara ipihak itersebut. iTetapi ikarena imereka itidak iditarik 

isebagai ipihak imaka ipengujian idimaksud itidak ibisa idilakukan, ikarena iitu 

igugatan iPenggugat iharus idianggap itidak isempurna ikarena imengandung 

iunsur ikekurangan ipihak, isebagaimana iyang iditegaskan idalam iputusan 

iMahkamah iAgung iRepublik iIndonesia iNomor i186/R/Pdt/1984 i; 
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Menimbang ibahwa idengan itidak idigugatnya ipihak iketiga iyang 

imenguasai iobjek isengketa itersebut, imaka igugatan iPenggugat imengandung 

icacat ierror iin ipersona idalam ibentuk iPlurium iLitis iConsortium i(kurang 

ipihak) iyang imenyebabkan igugatan itidak isempurna; 

Menimbang ibahwa iproses ipemeriksaan iperkara iini itelah idilalui 

iberdasarkan iketentuan iHukum iAcara iPerdata idengan idiperiksanya ibukti-

bukti idan isaksi-saksi, inamun ioleh ikarena iditemukannya ikurang ipihak 

idalam igugatan, imaka iMajelis iHakim iberpendapat igugatan iPenggugat 

imengandung icacat iformil ikarena itelah imemenuhi isyarat-syarat ikumulatif 

ikriteria igugatan isebagaimana itelah idipertimbangkan idi iatas i(gugatan itidak 

isempurna), ioleh ikarenanya igugatan iPenggugat iharuslah idinyatakan itidak 

idapat iditerima i(niet iontvankelijke iverklaard); 

Menimbang ibahwa isesuai iketentuan iHukum iAcara iPerdata igugatan 

iPenggugat iyang idinyatakan itidak idapat iditerima imaka iterhadap ipokok 

iperkaranya itidak iperlu idipertimbangkan; 

Menimbang ibahwa ioleh ikarena igugatan iPenggugat itidak idapat 

iditerima,maka iPenggugat idihukum iuntuk imembayar ibiaya iperkara; 

Memperhatikan iKitab iUndang-Undang iHukum iPerdata, iHerzien 

iInlandsch iReglement i(HIR) idan iperaturan-peraturan ilain iyang ibersangkutan 

1.4 Dasar iPertimbangan iHukum iMajelis iHakim iMenyatakan iPerkara 

Mengandung iCacat iFormil 

Dalam iperkara iini, imajelis ihakim itidak ilangsung imemeriksa ipokok 

iperkara, itetapi iterlebih idahulu imenilai ikelengkapan igugatan idari isegi 

iformil. iKetidakhadiran ipihak iyang iberkepentingan imembuat igugatan itidak 

imemenuhi isyarat iformil, isehingga ihakim imenetapkan ibahwa iperkara 

imengandung icacat iformil. iDasar ipertimbangan itersebut idapat idijelaskan 

isebagai iberikut: 

a. Pertimbangan iKepastian iHukum 

Hakim iberpendapat ibahwa iputusan iharus imemberikan ikepastian 

ihukum ibagi isemua ipihak iyang iberkaitan idengan iobjek isengketa. iJika iada 

ipihak ilain iyang imemiliki ihubungan ilangsung idengan itanah itersebut itetapi 

itidak iikut imenjadi ipihak idalam igugatan, imaka iputusan itidak iakan 

imemiliki ikekuatan imengikat isecara imenyeluruh. iHal iini ibertentangan 

idengan iasas ikepastian ihukum iyang imenjadi itujuan iutama ipenyelesaian 

isengketa. 

b. Asas iKeadilan iProsedural 

Majelis ihakim imengutamakan iasas iaudi iet ialteram ipartem, iyakni isetiap 

ipihak iyang iberkepentingan iharus idiberi ikesempatan iuntuk imembela idiri. 

iDengan itidak idilibatkannya ipihak iketiga iyang imenguasai iobjek isengketa, 
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ihak imereka iuntuk imembela ikepentingan ihilang. iHal iini imenimbulkan 

iketidakadilan iprosedural iyang iharus idihindari. 

c. Ketidaksesuaian idengan iSyarat iFormil iGugatan 

Hakim imenilai ibahwa igugatan ipenggugat itidak imemenuhi iketentuan 

ihukum iacara iperdata ikarena: 

1. Tidak imelibatkan isemua ipihak iyang iberkepentingan, 

2. Legal istanding igugatan itidak ilengkap, 

3. Gugatan imengandung ierror iin ipersona iatau ikesalahan imengenai 

ipihak. 

Dalam ihukum iacara iperdata, ikesalahan imengenai ipihak imerupakan 

ialasan iformil iyang ikuat iuntuk imenyatakan igugatan itidak idapat iditerima. 

d. Pertimbangan iYurisprudensi iTetap 

Yurisprudensi iMahkamah iAgung isecara itegas imenyatakan ibahwa 

igugatan iyang ikurang ipihak iadalah igugatan icacat iformil. iHakim idalam 

iperkara iini imerujuk ipada iyurisprudensi itersebut isehingga isecara ikonsisten 

imengikuti istandar iyang itelah iditetapkan ioleh iperadilan itingkat ikasasi. 

e. Pertimbangan iEfektivitas iPutusan idan iEksekusi 

Hakim imempertimbangkan ibahwa iputusan ipengadilan iseharusnya 

idapat idilaksanakan. iJika ipihak iyang imenguasai iobjek isengketa itidak 

idilibatkan, imaka: 

1. Putusan itidak idapat idieksekusi isepenuhnya, 

2. Eksekusi iakan imenghadapi iperlawanan ihukum, 

3. Tidak itercapai ipenyelesaian isengketa iyang ituntas. 

Berdasarkan iseluruh ipertimbangan idi iatas, ihakim imenyimpulkan 

ibahwa igugatan ipenggugat imengandung icacat iformil ikarena iada ipihak 

iyang iseharusnya idigugat itetapi itidak idimasukkan ike idalam igugatan. iOleh 

ikarena iitu, iamar iputusan iyang itepat iadalah igugatan idinyatakan itidak 

idapat iditerima i(NO). 

1.5 Penerapan iAsas iPlurium iLitis iConsortium idalam iPutusan 

Pengadilan Negeri iSerang iNomor i81/Pdt.G/2025/PN iSrg 

Penerapan iasas iPlurium iLitis iConsortium idalam iperkara iini imenjadi 

ialasan iutama imengapa igugatan ipenggugat idinyatakan itidak idapat iditerima 

i(NO). (Lestari, 2022) iMajelis ihakim imenilai ibahwa iperkara iyang imelibatkan 

iobjek isengketa itanah iharus imenghadirkan isemua ipihak iyang imemiliki 

ihubungan ilangsung idengan iobjek isengketa. iHal iini ikarena isetiap ipihak 

iyang iberkepentingan iwajib idiberi ikesempatan iuntuk imembela ihaknya, idan 

iputusan ihanya idapat iberlaku isecara iefektif iapabila iseluruh ipihak 

itercantum idalam igugatan.iDalam iperkara iNomor i81/Pdt.G/2025/PN iSrg, 

ipenerapan iasas iini itampak ijelas idalam ibeberapa iaspek iberikut: 

a. Ketidakhadiran iPihak iyang iBerkepentingan 
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Hakim imenemukan ifakta ibahwa iselain ipara itergugat, iterdapat ipihak 

ilain iyang iturut imenguasai idan imenyewakan itanah itersebut. iPihak iini 

imemiliki ikepentingan ilangsung iterhadap iobjek isengketa, isehingga iwajib 

idimasukkan isebagai ipihak itergugat iatau iturut itergugat. iTidak 

idicantumkannya ipihak itersebut imenyebabkan igugatan imenjadi itidak 

ilengkap i(incomplete iparties) idan itidak idapat idiperiksa ipokok iperkaranya. 

b. Pentingnya iKeterlibatan iSemua iPihak 

Hakim imenilai ibahwa iapabila ipihak iyang irelevan itidak idilibatkan, 

imaka: 

1. Putusan itidak iakan imengikat iseluruh ipihak iyang iberkepentingan, 

2. Akan itimbul isengketa ilanjutan, 

3. Putusan itidak ikomprehensif, 

4. Eksekusi iputusan iberpotensi igagal ikarena iadanya iperlawanan idari 

ipihak iyang ibelum idilibatkan. 

Dengan idemikian, ipenerapan iasas iPlurium iLitis iConsortium 

idipandang ipenting iuntuk imenjamin ibahwa iseluruh iaspek isengketa idapat 

idiselesaikan idalam isatu iperkara. 

c. Potensi iPutusan iTidak iEfektif 

Majelis ihakim imempertimbangkan ibahwa ijika isengketa idiputus itanpa 

imelibatkan ipihak iketiga iyang iturut imenguasai iobjek isengketa, iputusan 

itersebut iberpotensi: 

1. Tidak idapat idilaksanakan isepenuhnya, 

2. Mengabaikan ihak ipihak ilain iyang itidak idilibatkan, 

3. Memunculkan igugatan ibaru iyang imenambah ibeban iperadilan. 

Pertimbangan iini imenunjukkan ibahwa iasas iPlurium iLitis iConsortium 

idigunakan iuntuk imenjamin iefektivitas ieksekusi iputusan idan imenghindari 

iketidakpastian ihukum. 

d. Rujukan ipada iYurisprudensi iMahkamah iAgung 

Hakim ijuga imenerapkan iasas iini idengan imerujuk ipada iyurisprudensi 

iMA, iseperti: 

1. Putusan iMA iNo. i186 iK/Sip/1963, idan 

2. Putusan iMA iNo. i35 iK/Sip/1973, 

yang ikeduanya imenegaskan ibahwa igugatan idengan ikurang ipihak 

imerupakan igugatan icacat iformil iyang iharus idinyatakan itidak idapat 

iditerima i(NO). iDengan imerujuk ipada iyurisprudensi itetap iini, ihakim 

imemastikan ibahwa iputusan iyang idiambil isejalan idengan ipraktik iperadilan 

iyang iberlaku. (Firmansyah, 2021) 

e. Kesesuaian iDengan iAsas-Asas iHukum iAcara iPerdata 

Penerapan iasas iPlurium iLitis iConsortium ijuga iselaras idengan iasas: 

1. Point id’intérêt ipoint id’action, 
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2. Audi iet ialteram ipartem, 

3. Keadilan idan ikepastian ihukum, idan 

4. Ketentuan iPasal i8 iayat i(3) iRv itentang igugatan iyang iharus ijelas 

ipihak-pihaknya. 

Semua iasas iini imengharuskan ibahwa iseorang ipenggugat iharus 

imenggugat iseluruh ipihak iyang imemiliki ikepentingan ihukum, isehingga 

iputusan idapat iberlaku iadil idan imenyeluruh. 

Dengan iadanya ipihak iyang itidak idilibatkan, ihakim imenilai ibahwa 

igugatan itidak imemenuhi isyarat iformil. iOleh isebab iitu, ipenerapan iasas 

iPlurium iLitis iConsortium imenjadi idasar ikuat ibagi ihakim iuntuk 

imenyatakan igugatan isebagai iniet iontvankelijk iverklaard i(NO). 

Penutup 

1. Penerapan iasas iPlurium iLitis iConsortium idalam iPutusan iPengadilan 

iNegeri iSerang iNomor i81/Pdt.G/2025/PN iSrg imenjadi ialasan iutama 

igugatan ipenggugat idinyatakan itidak idapat iditerima i(NO). iMajelis 

ihakim imenilai ibahwa iterdapat ipihak ilain iyang imemiliki ihubungan 

ihukum ilangsung iterhadap iobjek isengketa inamun itidak idilibatkan 

isebagai ipihak idalam igugatan. iKetidakhadiran ipihak itersebut 

imenyebabkan igugatan imengandung icacat iformil i(error iin ipersona), 

isehingga ipokok iperkara itidak idapat idiperiksa ilebih ilanjut. 

2. Majelis ihakim imendasarkan iputusan iNO ipada iprinsip ikeadilan, 

ikepastian ihukum, iserta iyurisprudensi iMahkamah iAgung iyang 

imenegaskan ibahwa igugatan idengan ikurang ipihak iwajib idinyatakan 

itidak idapat iditerima. iPertimbangan itersebut ijuga ididukung ioleh 

ipentingnya iefektivitas ieksekusi iputusan, ikarena iputusan itidak iakan 

idapat idilaksanakan iapabila ipihak iyang imenguasai iobjek isengketa 

itidak idiikutsertakan idalam iproses iperkara. 

Saran 

1. Penggugat imaupun ikuasa ihukumnya iperlu imelakukan iidentifikasi 

ipihak isecara ilebih ikomprehensif isebelum imengajukan igugatan. 

iSeluruh ipihak iyang imemiliki ihubungan ihukum imaupun ipenguasaan 

ifaktual iterhadap iobjek isengketa iharus idilibatkan isebagai itergugat 

iatau iturut itergugat iuntuk imenghindari icacat iformil iyang 

imenyebabkan igugatan idinyatakan iNO. 

2. Majelis ihakim idan ipengadilan iperlu imemperkuat imekanisme 

ipemeriksaan iawal i(dismissal iprocess) idengan imemberikan ipenjelasan 

iatau inasihat ihukum ikepada ipenggugat iapabila iditemukan iindikasi 

ikurang ipihak. iSelain iitu, iperlu iada ipeningkatan isosialisasi imengenai 

ipentingnya iasas iPlurium iLitis iConsortium ikepada imasyarakat idan 
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ipraktisi ihukum iagar ipraktik ipenyusunan igugatan idapat idilakukan 

isecara ilebih icermat idan isesuai ihukum iacara iperdata. 

Ucapan Terimakasih 

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian mengenai Analisis 

Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tentang Plurium Litis 

Consortium (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2025/Pn Srg). Dukungan, 

keterbukaan, serta informasi yang diberikan selama proses penelitian sangat 

membantu peneliti dalam memahami duduk perkara dan memperdalam analisis 

terhadap putusan tersebut. 

Peneliti juga menghargai kerja sama yang baik dari pihak-pihak yang 

bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pandangan, pengalaman, maupun 

data yang relevan. Semua masukan tersebut memiliki peran penting dalam 

memperkaya kajian hukum yang disusun, sehingga penelitian ini dapat 

terselesaikan dengan lebih terarah dan tepat waktu. 

Harapannya, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi 

juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para pembaca mengenai 

penerapan konsep plurium litis consortium dalam praktik peradilan perdata. 

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pengembangan studi hukum perdata ke depan, maupun bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam memahami putusan tersebut. 

Atas segala dukungan, bantuan, dan kerja sama yang diberikan, peneliti 

menyampaikan apresiasi yang tulus dan terima kasih yang mendalam. 
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